
Rekomendasi 
Pengembangan 

Kompetensi Satu Pintu, 
Pelaksanaan Tugas 

Belajar, Magang dan 
Pelatihan Luar Negeri



Peraturan Gubernur Nomor 110 Tahun 2017
Tentang Pengembangan Kompetensi dan 
Sertifikasi Profesi ASN Pemerintah Provinsi DKI 
Jakarta
Pasal 57 dan 58  
Kebijakan Pengembangan Kompetensi Satu Pintu 
di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta

1.



Tata Laksana

1. SKPD/UKPD memprogramkan Diklat Teknis 
Substantif melalui Kebijakan Pengembangan 
Kompetensi Satu Pintu di bawah pengaturan, 
pengawasan, pengendalian dan koordinasi 
BPSDM

2.



2. Mekanisme Kebijakan Pengembangan Satu Pintu sebagaimana 
sebagai berikut : 
a. perencanaan program; 
b. persiapan; 
c. pelaksanaan; 
d. pedoman satuan biaya; 
e. supervisi dan evaluasi; 
f. penerbitan STTP, transkrip nilai, sertifikat, piagam dan 

sejenisnya; dan 
g. pelaporan hasil kegiatan. 

3.



3. Dalam memprogramkan pengembangan kompetensi 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), SPKD/UKPD wajib 
berkoordinasi dengan BPSDM dimulai dari: 
a. perencanaan program; 
b. pelaksanaan; 
c. pengendalian; 
d. supervisi evaluasi; dan 
e. pelaporan. 

4.



4. Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setelah 

memenuhi persyaratan sebagai berikut : 

a. program pengembangan kompetensi yang direncanakan adalah jenis 

Diklat Teknis dan sesuai dengan kebutuhan SKPD/UKPD; 

b. jumlah dan rincian anggaran sesuai dengan standar cakupan biaya dan 

komponen peiaksanaan pengembangan kompetensi; 

c. jumlah peserta; 

d. kualifikasi pengajar; 

e. sarana dan prasarana; 

f. tenaga penyelenggara Diklat telah memiliki sertifikat Training Officer 

Course (TOC) dan Management of Training (MOT); dan 

g. bahan ajar yang terdiri dari kurikulum, modul dan bahan tayang.

5.



Mekanisme Pelaksanaan Pengembangan Kompetensi Satu PintuMekanisme 
Kebijakan Pengembangan Satu Pintu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
sebagai berikut : 
1. Tahap perencanaan dengan ketentuan sebagai berikut : 

a. SKPD/UKPD mengusulkan program Pengembangan Kompetensi 
Teknis Substantif dan kegiatan sejenisnya; 

b. Pengusulan program sebagaimana dimaksud pada huruf (a) 
disampaikan paling lambat 1 tahun sebelum pengembangan 
kompetensi dilaksanakan; 

c. Program yang diusulkan akan dibahas dalam tim BPSDM dan 
SKPD/UKPD terkait; dan 

d. Hasil pembahasan sebagaimana dimaksud pada huruf (c) menjadi 
bahan rekomendasi untuk SKPD/UKPD mengusulkan kegiatan 
pengembangan kompetensi. 

6.



2. Tahap pelaksanaan dengan ketentuan sebagai berikut : 
a. Pelaksanaan pengembangan kompetensi dapat dilaksanakan 

setelah ditetapkannya Keputusan Program Pengembangan 
Kompetensi; 

b. Penyusunan Keputusan Program Pengembangan kompetensi 
mengacu pada pasal 28 huruf (a); dan 

c. Keputusan Program pengembangan kompetensi sebagaimana 
dimaksud pada huruf (a) ditandatangani oleh Kepala Badan. 

7.



3. Tahap supervisi dan evaluasi. 

a. BPSDM melaksanakan supervisi dan evaluasi 
pengembangan kompetensi di SKPD/UKPD; dan 

b. Supervisi dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada 
huruf (a) dilaksanakan setiap triwulan. 

8.



4. Penomoran dan penandatanganan STTP, sertifikat, transkrip nilai, 
piagam, dan sejenisnya diakukan oleh BPSDM mengacu pada Pasal 
53. 

5. Kegiatan Kompetensi yang dilaksanakan SKPD/UKPD wajib 
melaporkan kepada Kepala BPSDM melalui pengembangan Sistem 
Informasi Kediklatan (Simdiklat)

9.



Pegawai Tugas Belajar

Peraturan Gubernur Nomor 111 Tahun 2017 dan 
Peraturan Gubernur Nomor 129 Tahun 2018

DIATUR DALAM:

SELEKSI CALON PEGAWAI TUGAS BELAJAR



Pelatihan Luar Negeri dan 
Magang bagi Pegawai

Peraturan Gubernur Nomor 165 Tahun 2017

DIATUR DALAM:
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